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Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat perrnohonan Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islarn Negeri
Bengkulu Nomor t795 /In-t l/F.III/pp "0O.9 I 09 / 2019 tanggal

;: J"r'ffin# i?.ifflfl ff Tilff :ff ffi trffi
GA{il Tahun Akademik 2OL9|2O2O, maka dipaadang perlu

beban mengajar dosen filetralui Keputusan
Rektor;

b. bahwa saudara yang nama-nem.rnya terca-ntrrn dalam
lampiran Keputnsan Rektor ini dipandang cakap dan manrpu
untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam humf a dan huruf bperlu menetapkan Keputusan Rektor tentang beban
mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Ds.kssah
Semester Ga4iil Tahun Akademik 2Ot9 I 2AZA "

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 20Og tentarrg Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndsn*sia
Nomor 43Ol);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan
Tinggr (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 No*ror lSB,
Tamba.l-an Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmsr
5336);

3. Peraturan Perrrerirrtah Nornor 4 tahun Z0l4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelalaan
Perguruan Tinggr {Lembaran Negara Republik Indrmesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Nomor 55OO);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan
sekolah ringg Agama Islam Negeri Benglmlu meqiadi Institut
Agama Islam Negeri Bengkulu (L,emLra:ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tatrun 201.2 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islara Negeri
Bengkulu (Berita Negara Republik Indcnesia Tahun 201?
Nomor 118U sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor SS tahun
2017 tentang perubatran ketiga atas peraturan Menteri


